BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ Jg /438.1.1.3/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR :
188/134/438.1.1.3/2023 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG
PENGGUNA SERTA PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

Menimbang . bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah  Sidoarjo,
perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor
188/134/438.1.1.3/2023 tentang Pejabat Penatausahaan
Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola,
Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat .+ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27 30);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

11.

12.

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daecrah
(Berita  Negara Republik  Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor S Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107),




sebagaimana telah = diubah dengan Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU . Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor
188/134/438.1.1.3/2023 tentang Pejabat Penatausahaan
Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola,
Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2023, dengan perubahan pada lampiran huruf F
nomor urut 618, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO. NAMA TPANGKAT/GOL JABATAN | INSTANSI | KET.

A TR

618 | DHENY KURNIAWAN, S.STP Penata Tk. I/1I1 d | Pengurus Kecamatan
NIP. 19851218 200412 1 001 Barang Waru
Pengguna

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
~ pada tanggal s Agr\ 2023

MUHDLOR




